
PEMERINTAB KABUPATEN DAERAB TINGKAT II 

S IDO A RJO 


PERATUAAN OAERAH KABUPATEH OAERAH TINGKAT I I SIDOARJO 

NOMOR 12 TAHUN 1996 


TEHTAHG 

RENCANA DETAIL TATA RUAHG KOTA TARIK 


TAHUN 1995/1996 - 2008/2009 


DENGAN RAHttAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TIHGKAT II SIDOARJO 

MeniMbang : a. 	bahwa kota Tarik sebagai pusat kehidupan 

masyarakat dan salah satu ibukota keca.atan 
yang ada di Kabupaten Oaerah Tingkat II Sidoar jo, 

telah mengalaMi pertumbuhan dan perkeMbangan yang 

cukup pesat ; 

) 

b. 	bah•a untuk .anciptakan tertib pe~~bangunan dan 
pengembangan kota sebagai unsur pendorong 
peBibangunan daerah maupun nasional, .aka 
dipandang perlu pemanfataan ruang kota secara 
optiMal dan rencana kota yang .antap : 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a 
dan b Konsi deran MeniMbang ini perlu ~~enetapkan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota Tari~ tahun 
1995/1996-2008/2009 dengan ..nuangkan ketentuan ­
ketentuannya dalam suatu Peratur an Daerah. 

11engi ngat : 1. 	Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 
Peabentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan 
Propinsi Jawa Ti•ur juncto Undang- undang HaMor 2 
tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

-_l 	 Kotapr:aja · Surabaya dan Oaerah Tingkat II 
-~ · 
,; surabaya ; 


;)' '·· 

2.. Undang- Undang 5 tahun 1960 tentang 

. Peraturaan dasar Pokok-pokok agraria ;-~· 

--~ 	 3.. Undang-undang Hollar 5 tahun 1974 tentang Pokok­

pokok Peaerintahan di Daerah ; 
4. 	Undang-undang Hontor 4 tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan 

Hidup ; 
5.. 	 Undang- undang 4 tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman ; 
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6. Undang-undang NoiROr 24 tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang ; 

7. 	Peraturan Pemerintah HaMor 14 tahun 1987 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pa.erintahan di bidang 
Pekerjaan Umum Kepada Oaerah : 

8. 	Keputusan Presiden NoiDor 27 tahun 1980 tentang 
Pembentukan Badan Perencanaan Peabangunan Daerah; 

9. 	Keputusan Presiden NOMOr 21 tahun 1984 tentang 
Kebijaksanaan PeMbang.unan Kota ; 

,, 
\ 
< 10. Peraturan Henteri Dalam Negeri Noator 9 tahun 1982 

..'· -· tentang PedoMan Penyusunan Perencanaan dan 
t 	 Pengendalian Pembangunan di Daerah ; 

11. 	Keputusan Bersanaa Henteri Dala• Negeri dan 
Henteri Pekerjaan U.um Nomor 650-1595. NoMor 
650-1595. Noalor 503/Kpts/1985 tahun 1985 tentang 
Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota; 

12. 	Peraturan Henteri Oalam Negeri N011t0r 650-658 
tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk 
UMUIII ; 

13. 	Keputusan Henteri Pekerjaan Umum NolllOr 640/kpts 
1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ; 

14 . Peraturan Henteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 
tentang .Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh 
Indonesia ; 

15. 	Peraturan Henteri Oala• Negeri Nomor 2 tahun 1987 
tentang PedoMan Penyusunan Rencana Kota ; 

16. 	Keputusan Henteri Oalam Negeri HaMor 59 tahun 
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 ; 

17. 	Keputusan Henteri Dala• Hegeri NailOr 84 tahun 
1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan 
Peraturan Oaerah Tentang Renoana Kota ;·0 

18. 	Peraturan Henteri Dala• Negeri HaMor 84 tahun 
1993 tentang Bentuk Peraturan Oaerah dan 
Peraturan Daerah Perubahan ; 

19. 	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo Hamor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan 
Batas Wilayah Kota ; 

20. 	Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo NOMOr 4 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. 

Oengan persetujuan Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oaerah 
Tingkat II Sidoarjo. 

H E H U T U S K A N : 

Henetapkan : 	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SIOOARJO TENTAHG RENCANAN DETAIL TATA RUANG KOTA 
TARIK TAHUN 1995/1996 - 2008/2009. 

--;...­___ --~·~-·---­. ' 
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BAB I 
KETENTUAH UHUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang diMaksud 
dengan : 
a. 	Pemerintah Daerah. adalah Petaerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 
b. Kepala Oaerah. adalah Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Sidoarjo ; 
c. 	Dewan PerNakilan Rakyat Oaerah. adalah De~~tan 

Per~~takilan Rakyat Oaerah Tingkat II Sidoarjo ; 
d. Pejabat yang di tunjuk. adalah pejabat dalam 

lingkungan Peaerintah Daerah yang ditunjuk oleh 
-'··o··· Kepala Daerah ;' · .!;. ·;._, .

" ' .~, e. Ruang. adalah .a'dah kehidupan yang meliputi ruang·' .'~\~ 
·-·{ daratan. sebagai satu kesatuan willayah tampat 

: -... aanusia dan mahluk hidup lainnya melakukan 
.~-.;-

kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 
f. 	Tata Ruang. adalah wujud struktural dan pola 

pemanfaatan ruang Milayah Daerah Tingkat II yang 
a.encakup ka.asan 1 i ndung dan kawasan budi ya 

baik direncanakan .aupun tidak yang menunjukkan 
hierarki dan keterkaitan pemanfaata n ruang ; 

g. 	Ka...asan. adalah suatu area yang ditDanfaatkan 
untuk kegiatan tertentu diNilayah perkotaan ; 

h. 	Kawasan lindung. adalah K.awasan yang di te·tapkan 
dengan fungsi utama melindungi kelestarian 
lingkungan hidup yang Mencakup sumber da.ya alam . 
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya 
bangsa guna kepentingan peatbangunan 
berkelanjutan ; 

i. 	KaN&san budidaya. adalah Ka~~tasan yang diManfaat­
kan secara terencana dan terarah sehingga dapat 
berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan 
kehidupan manusia. terdiri dari kawasan budidaya 
non pertanian ; 

j. 	Rencana Tata Ruang. adalah hasil perencanaan Tata 
Ruang ; 

k. 	Rencana Untum Tata Ruang. adalah Rencana 
Peruntukan . Penggunaan. persediaan dan 
pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa agar 
pemanfaatannya optimal. lestari. seimbang dan 
serasi bagi sebesar-besar kemakmuran r akyat ; 

1. 	Kota. adalah pusat pemuki.andan kegiatan penduduk 
yng mempunyai batasan Nilayah adMinistrasi yang 
diatur dalam Peraturan Perundangan serta 
pemukiman yang telah Memperlihatkan watak dan 
ciri kehidupan k-ekotaan ; 



•· 	Rencana Kota,. adalah rencana pengembangan kota 
yng disiapkan secara teknis dan nonteknis balk 
yang di tetapkan PeMerintah Pusat ~aaupun 

Peaerintah Daerah yang merupakan rwftusan 
kebijaksanaan peManfaatan •uka buai Milayah kota 
termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta 
pedolnan pengarahaan pengendalin dan pengarahan 

..:;~ 

bagi pelaksanan pembangunan kota ;./¥.'·­
-t 	 n. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya 
-"~ 	 disebut RDTRK. adalah rencana pemanfatan ruang 

~:· .;~:· 	 kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan 
perMujudan ruang kota dalam rangka pelaksanan 
progrm-prograll petllbaangunan kota ; 

o .. Wilay.ah, adalah kesatuan geografis dengan bentuk 
dan ukuran ~~enurut pengamat.an tertentu ; 

p. Wilayah perencanan .. adalah Milayah yang diarahkan 
peManfaatan ruangnya sesuai dengan masing-aasing 
jenis rencana kota ; 

q. Bagian Wilayah Kot.a selanjutnya disebut BWK. 
<

' -, li'~ . '- ! -~ adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang 
. \ ' 

~: 
;:• 

~ 
·, bersanokutan yang lllerupakan Milayah yang~­

"< 

terbentuk secara fungsional dan adMinistratip 
dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan 
fasilitas u.u. kota ; 

r. 	Unit Lingkungan yang selanjutnya disebut UL. 
adalah satuan perMukiMan terkecil yang secara 
fisik .erupakan bagian dari BWK terbangun. yang 
berperan dalalft pengembangan kota ; 

B A 8 II 
ASAS • TUJ'UAN • SARANA DAN FUNGSI 

Bagian Pertatna 
AS AS 

Pasal 2 

Perencanaan Kota didasarkan atas asas : 
a .. 188nfaat,. yaitu peiltanfaatan ruang secara optimal 

yang tercer11in · dalata penentuan jenjang fungsi 

--f pelayanan k~iatan dan sist.. jaringan; 
b. 	kesei~abangan dan keserasian,. yai tu ~aenciptakan 

Keseimbang-an dan keserasian fungsi dan inten~i­
~--; -~ . tas peunfaatan ruang dalam suatu wilayah; 

c. kelestarian, yaitu ~~enciptakan hubungan yang 
tercer•in dari pola intemdtas pemanfaatan ruang . 

.­

·!· 

.·•" 

http:pengamat.an
http:Wilay.ah
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Bagian Kedua 

Tujuan 


Pasal 3 

Tujuan Perencanaan Kota adalah peningkatan 
kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan warga 
kota, sehingga suasana bersih, rapi. serasi, hijau, 
sehat. indah dan nyaman (Bersih Hatinya) dapat 
diciptakan. 

Bagian ketiga 

Sasaran 


Pasal 4 

Sasaran Perencanaan Kota adalah : 
a. 	memantapkan pelaksanaan Otononti Daerah ; 
b. 	memantapkan pelaksanaan Perencanaan Terpadu 

antara proses perencanaan di bewah (botta. up) 
dengan perencanaan dari atas (top down) baik dari 
segi pen9anggaran maupun penetapan lokasi ; 

c. 	menciptalkan keterpaduan antara Pola Dasar 
Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Rencana 
Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Kota ; 

d. 	naeningkatkan keaar~puan pelayanan Pemerintah 
Daerah terhadap Masyarakat Kota; 

e. 	raeningkatkan •utu dan keseimbangan sosial dengan 
lingk.ungan fisik ; 

f. 	meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat 
pemerintah dan warga kota dalaM rangka mewujudkan 
kota yang mandiri ; 

g. 	meningkatkan dan memperkokoh lembaga perencanaan 
daerah (BAPPEDA) ; 

h. 	mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan Tata 
Ruang yang telah ditetapkan, baik melalui 
pengawasan dan atau perizinan maupun tindakan 
penertiban. 

Bagian keetRpat' . 
}, ' 	 Fungsl 

Pasal 5 

Fungsi perenc naan kota adalah : 

a. 	sebagai dasar bagi Petnerintah Daerah untuk 
menetapkan lokasi dalam penyusunan prograM­
program dan proyek-proyek pembangunan yang 
berkaitan dengan pe•anfaatan ruang di daerah ; 

-·--.~--' 
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b. sebagai dasar dalam rekomendasi 
pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan 

· pemanfaa tan ru ng yang t rcantura dalam Rencana 
•' 

Tata Ruang Kota. 

8 A 8 III 

KETENTUAH RDTRK TARIK 


( KEDUOOKAN HATERI. WILAYAH PERENCANAAN 

DAN JANGKA WAKTU RENCAHA ) 


Begian Pertama 

K e d u d u k a n
·.i 

0 Pasal 6 

Kedudukan RDTRK Sidoarjo adalah : 

. ~: 
a. 	IM!rupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang 

Kota Tarik. kebijaksanaan- kebijaksanaan 
pembangunan yang berlaku serta Pola Dasar 
Pembagunan Oaerah Tingkat II ; 

b. 	merupakan dasar pertimbangan dalam Penyusunan 
Rencana Pembangunan Litoa Tahun Daerah Tingkat II; 

c. 	merupakan dasar penyus un n Rencana Teknik Ruang 
Kota (RTRK). 

Bagian kedua 

Materi 


Pasal 7 


(1) 	De.ngan Peraturan O.erah ini ditetapkan RDTRK 
yang perut~tusan aaterinya sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran yang .erupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peruturan Daerah ini. 

(2) 	La•piran Peraturan Oaerah tentang RDTRK ini 
terdiri dari : 
a. Buku Fakta dan Analisa ; 
b. Buku Rencana ; 
c. 	AlbuM Peta. 

.t-'·. 
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Bagian ketiga 

Wilayah Perenoanaan 


Pasal 8 

Wilayah Perencanaan RDTRK Tarik seluas 
1.706 Ha. terdiri atas 10 (sepuluh) Desa yaitu : 
1. Krataat Te~~enggung 


2 .. Desa Hliriprowo 

3. 	Des& Sebani 
4. 	Desa Gaapingrowo 
5. Desa Kedungbocok 

6 .. Desa Hindugading 

7. 	Desa Bal·ongmacekan 
8. 	Desa Singogalih 
9. 	Des a Tarik 

10. 	Desa Kernuning 

Bagian kee~apat 


Jangka Waktu Rencana 


Pasal 9 

(1) 	Jangka waktu RDTRK Tarik adalah 10 tahun 
(se puluh) tahun yang dapat dijabarkan dalaa 
tahapan skala prioritas 5 (lima) tahun ; 

(2) 	Untuk menghindari terjadinya penyiapangan serta 
" Menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan kota. ,... 

dalaa rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
dapat dilakukan peninjauan keabali (evaluasi) 
secara periodik setiap 5 tahun sekali. 

B A 8 IV 
KETENTUAN ROTRK 

Bagian PertaiDa 
Penentuan Kepada tan Penduduk Untuk Tiap-tiap BWK 

Pasal 10 

Kepadatan penduduk di tiap-tiap BWK direnca­
nakan : 
a. 	saapai dengan 60 jiwa/ha (Klasifikasi kepadatan 

tinggi) ; 
b. 	30 s/d 59 jitta/ha {klasifikasi kepadatan sedang); 
c. 	10 s/d 29 jiwa/ha (klasifikasi kepadatan rendah). 

~ '· . 



8 

Bagian Kedua 

Penanganan Lingkungan OalaM BWK 


Pasal 11 


' I 
(1) Sentua kegiatan yang diaungkinkan aeniMbulkan 

daMpak negatif bagi lingkungan diharuskan 
menaggulangi dan atau ~~&ngeliMinir da•pak 
tersebut ter~tasuk polusi ; 

(2) 	Setiap k.egiatan dan atau industri yang berda•pak 
kiMiawi penting dan aeapunyai kecenderungan 
terhadap kerusakan lingkungan harus ~~~elakukan 

studi analisa daMpak lingkungan dan studi 
evaluasi mengenai daMpak lingkungan. 

8 A 	 B V 
PELAKSANAAH RDTRK 

Pasal 12 

Penyusunan dan pelaksanaan prograM-prograa, 
serta proyek-proyek. yang diselenggarakan oleh 
Instansi PeMerintah, swasta, aasyarakat harus 
berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan Peraturan 
Daerah ini. 

Pas.al 13 

' -
Peta Rencana alokasi peaanfaatan ruang. 

struktur tata ruang dengan skala ketelitian 
1 : 5.000 sebagaimana tersebut dal- Laapi ran dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

8 A B VI 

PEHGEHDALIAH DAN PEHGANASAN PEKAHFAATAH 


RDTRK 


Pasal 14 

(1) 	Pengendalian dan Pengawasan serta Pelaksanaan 
tind kan penertiban AOTRK dala• Peraturan daerah 
ini guna tercapainya tujuan dan sasaran rencana 
sebagaitRana di~naksud dalam pasal 3 dan pasal 4 
Peraturan D erah ini dilakukan oleh Kepala 
Daerah ; 

(2) 	Keterpaduan pelaksanaan RDTRK dikoordinir oleh 
Kepala Daerah ; 

.. . , 
! . . · 

.,. 
:.; 
~:. 

'J · 

. ·; 
),. 

t ,,'· 	 .. 
., 
~· 

. 
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(3) 	Per.antauan dan pencegahan segala kegiatan 
PeMbangunan yang bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini Menjadi wewenang Ca.at/Kepala Wilayah 
set..pat dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. 

8 A 8 VII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 15 

(1) Pelanggar"an · atas ketentuan-ketentuan dala111 
Peraturan Daerah ini diancaa dengan pdana 
kurungan selama-laManya 3 (tiga) bulan a tau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00 (lilaa 
puluh ribu rupiah) ; 

(2) 	Tindak pidana dilaaksud pada ayat (1) Pasal 
ini adalah pelanggaran. 

8AB VIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 16 

(1) 	S.lain oleh Pejabat Penyidik U.UM. penyidikan 
atas tindak pidana sebagaiMana diMaksud dalaa 
Pasal 15 Peraturan Daerah ini. dilakukan oleh 
Pejabat Penyidik Pega.ai Negeri Sipil di 
lingkungan P...rintah Oaerah yang pengangkatan­
nya ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

~aelaksanakan tugas penyidikan. para 
pejabat sebagai.ana di111aksud pada ayat (1) 

Pasal ini. berwenang : 
a. 	Meneriaa laporan atau pengaduan dari 

seseorang tentang adanya tindak pidana ; 
b • 	 .alakukan tindakan pertaMa pada saat itu 

diteapat kejadian dan ..lakukan 
pe..riksaan ; 

c. 	menyuruh berhenti seseorang tersangka dan 
MeiiM!riksa tanda pengenal diri tersangka ; 

d. 	Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; 
e. 	Mengaabil sidik jari dan me.atret 

seseorang ; 
f. 	..aanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka a tau saksi ; 
g. 	Mendatangkan orang ahli ang diperlukan dalaM 

hubungannya dengan peMeriksaan perkara ; 

.'.: 
...... 

". 
~---
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h. 	~aenghenti kan penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari penyidik UMUM bahwa tidak 

' terdapat cukup bukti atau peristiMa tersebut 
bukan Merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya ~telalui penyidi k utRum 
memberitahukan hal ters ebut kepada penuntut 
umum. tersangka atau keluarganya ; 

i. 	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawa bkan. 

BAS IX 
KETENTUAN LAIN- LAIN 

Pasal 17 

Q . Hal-hal yang belum d i atur dalam Peraturan 
\.~··· · · 

Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya akan 
ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah . 

8A8 X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

1 • 

Peraturan Daerah i ni mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

~ : . I 

-~' .. 
Agar setiap orang mengetahuinya. rr.emeri ntahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dal am LeMbara n 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II SidOarjo. 

Ditetapkan di SIDOARJO 
Pada Tanggal 28 Juni 1997 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
DOARJO 

I. 

I 



P E N J E L A S A N 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN DAEAAH TINGKAT II SIDOAR.JO 


NOMOR 12 TAHUN 1996 

TENTANG 


RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA TARIK 

TAHUN 1995/1996 - 2008/2009 


I . PEN.IELASAN ut1J11 : 
a. Haskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian yang eaerupakan 

pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat uraian­
uraian dalaM bentuk : 
1. Buku Fakta dan Anali5a 
2. 	Buku Rencana yang dilengkapi dengan Album Peta dengan 

skala 1:5.000. 
Rencana Detail Tata Ruang Kot.a Tarik disusun dengan berda­
sarkan pada Pola Dasar Pa.bangunan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sidoarjo tahun 1994/1995 - 1998/1999.

"' c b. 	Bahwa• dal.. rangka pengendalian dan mengatur perkeMbangan fisik 
kota ' serta Mengalokasikan pembangunan diwilayah kota-kota 
kecaaatan dalatR Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai 
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri HaMor 2 Tahun 1987 
tentang Rencana Tata Ruang Kota dipandang perlu untuk Menetapkan 
Rencana Detail Tata Ruang Kota Tarik untuk kurun waktu

•
1995/1996-2008/2009 yang dituangkan dalaat suatu Peraturan Oaerah 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Sidoarjo. 

I I • PEHJELASAN PASAL OEMI PA$AL : 

Pasal 1 saMpai dengan Pasal 22 : Cukup Jelas. 

c 
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